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W. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1. Kearsipan 1. Kebijakan 1. Penetapan norma, standar
dan pedoman yang berisi
kebijakan kearsipan secara
nasional, meliputi :

1. Penetapan norma, standar
dan pedoman
penyelenggaraan kearsipan di
lingkungan provinsi
berdasarkan kebijakan
kearsipan nasional  meliputi :

1. Penetapan norma, standar dan
pedoman penyelenggaraan
kearsipan di lingkungan
kabupaten/kota berdasarkan
kebijakan kearsipan nasional,
meliputi :

a. Penetapan norma, standar
dan pedoman yang berisi
kebijakan penyelenggaraan
kearsipan dinamis secara
nasional.

a. Penetapan peraturan dan
kebijakan penyelenggaraan
arsip dinamis di lingkungan
provinsi sesuai dengan
kebijakan nasional.

a. Penetapan peraturan dan
kebijakan penyelenggaraan
kearsipan dinamis di
lingkungan kabupaten/kota
sesuai dengan kebijakan
nasional.

b. Penetapan norma, standar
dan pedoman yang berisi
kebijakan penyelenggaraan
kearsipan secara statis.

b. Penetapan peraturan dan
kebijakan penyelenggaraan
kearsipan statis di
lingkungan provinsi sesuai
dengan kebijakan nasional.

b. Penetapan peraturan dan
kebijakan penyelenggaraan
kearsipan statis di  lingkungan
kabupaten/kota sesuai dengan
kebijakan nasional.
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c. Penetapan kebijakan dan
pengembangan sistem
kearsipan secara nasional.

c. Penetapan peraturan dan
kebijakan penyelenggaraan
sistem kearsipan di
lingkungan provinsi sesuai
dengan kebijakan nasional.

c. Penetapan peraturan dan
kebijakan penyelenggaraan
sistem kearsipan di  lingkungan
kabupaten/kota sesuai dengan
kebijakan nasional.

d. Penetapan kebijakan dan
pengembangan jaringan
kearsipan secara nasional.

d. Penetapan peraturan dan
kebijakan penyelenggaraan
jaringan kearsipan di
lingkungan provinsi sesuai
dengan kebijakan nasional.

d. Penetapan peraturan dan
kebijakan penyelenggaraan
jaringan kearsipan di
lingkungan kabupaten/kota
sesuai dengan kebijakan
nasional.

e. Penetapan kebijakan dan
pengembangan sumber
daya manusia kearsipan
secara nasional.

e. Penetapan peraturan dan
kebijakan pengembangan
sumber daya manusia
kearsipan di lingkungan
provinsi sesuai dengan
kebijakan nasional.

e. Penetapan peraturan dan
kebijakan pengembangan
sumber daya manusia
kearsipan di  lingkungan
kabupaten/ kota sesuai dengan
kebijakan nasional.

f. Penetapan kebijakan
pembentukan dan
pengembangan organisasi
kearsipan secara nasional.

f. Penetapan peraturan dan
kebijakan pengembangan
organisasi kearsipan di
lingkungan provinsi sesuai
dengan kebijakan nasional.

f. —
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g. Penetapan kebijakan di
bidang sarana dan
prasarana kearsipan secara
nasional.

g. Penetapan peraturan dan
kebijakan penggunaan
sarana dan prasarana
kearsipan di lingkungan
provinsi sesuai dengan
kebijakan nasional.

g. Penetapan peraturan dan
kebijakan penggunaan sarana
dan prasarana kearsipan di
lingkungan kabupaten/ kota
sesuai dengan kebijakan
nasional.

2. Pembinaan 1. Pembinaan kearsipan
terhadap lembaga negara dan
badan pemerintahan tingkat
pusat, lembaga vertikal,
provinsi dan kabupaten/ kota.

1. Pembinaan kearsipan
terhadap perangkat daerah
provinsi, badan usaha milik
daerah provinsi dan
kabupaten/kota.

1. Pembinaan kearsipan terhadap
perangkat daerah
kabupaten/kota, badan usaha
milik daerah kabupaten/kota,
kecamatan dan desa/kelurahan.

3. Penyelamatan,
Pelestarian dan
Pengamanan

1. Pemberian persetujuan jadwal
retensi arsip.

1. Pemberian persetujuan jadwal
retensi arsip kabupaten/kota
terhadap arsip yang telah
memiliki pedoman retensi.

1. —

2. Pemberian persetujuan
pemusnahan arsip.

2. Pemberian persetujuan
pemusnahan arsip
kabupaten/kota terhadap
arsip yang telah memiliki
pedoman retensi.

2. —
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3. Pengelolaan arsip statis
lembaga negara dan badan
pemerintahan tingkat pusat,
badan usaha milik negara,
perusahaan swasta dan
perorangan berskala nasional.

3. Pengelolaan arsip statis
perangkat daerah provinsi,
lintas daerah kabupaten/kota,
badan usaha milik daerah
provinsi serta swasta dan
perorangan berskala provinsi.

3. Pengelolaan arsip statis perangkat
daerah kabupaten/kota, badan
usaha milik daerah
kabupaten/kota, perusahaan
swasta dan perorangan berskala
kabupaten/kota.

4. Akreditasi dan
Sertifikasi

1. Pemberian akreditasi dan
sertifikasi kearsipan.

1. — 1.

5. Pengawasan/Supervisi 1. Pengawasan/supervisi
terhadap penyelenggaraan
kearsipan lembaga negara dan
badan pemerintahan tingkat
pusat, lembaga vertikal serta
provinsi.

1. Pengawasan/supervisi
terhadap penyelenggaraan
kearsipan perangkat daerah
provinsi dan lembaga
kearsipan kabupaten/kota.

1. Pengawasan/supervisi terhadap
penyelenggaraan kearsipan
perangkat daerah
kabupaten/kota, kecamatan dan
desa/kelurahan.

2. Pengawasan/supervisi
terhadap penyelenggaraan
pembinaan kearsipan oleh
lembaga kearsipan provinsi.

2. Pengawasan/supervisi
terhadap penyelenggaraan
pembinaan oleh lembaga
kearsipan kabupaten/kota.

2. —


